PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK KERDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR

Menimbang

Mengingat

DI LUAR MEKANISME SAMSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Jenis
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Alat Berat/Besar di luar mekanisme Samsat;

L

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tshun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

g:ggrgotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun



Memperhatikan

Menetapkan

11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2017;

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010
tentang Tatacara Pemeriksaan Penghitungan dan
Pembayaran Pajak Daerah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017
tanggal 10 Oktober 2017 dalam Perkara Pengujian Uji
Materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME

SAMSAT.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4, Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat
PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya
disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

8. Alat berat dan alat-alat besar adalah alat-alat berat dan

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda
dan motor dan tidak melekat secara permanen.
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9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

10.Alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen.

11.Wajib Pajak adalah Orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah yang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak
tertentu.

12.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

13.Pejabat adalah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di
bidang Pajak PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar.

14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

15.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

16.Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Alat
Berat/Besar kepada Pemerintah Daerah.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
ketetapan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

21.8Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalamn penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan
Pajak Daerah.

22.8urat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, surat atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh Wajib Pajak.
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23.Penagihan PKB adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak, yang diawali
dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang
dipersamakan sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak,
agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak
sesuai dengan pajak yang terhutang.

24.Utang PKB adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga yang tercantum dalam

Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

25.Bendahara Penerimaan Pembantu PKB/BBNKB yang selanjutnya disingkat BPP
PKB/BBNKB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.

26.Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung.

27.Putusan banding adalah putusan Pengadialan Pajak atas banding terhadap
Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan
mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan pajak daerah.

29.Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bdiang perpajakan daerah terjadi serta
menemukan tersangkanya.

30.Nota Perhitungan adalah surat yang berisi perhitungan jumlah pajak yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak.

31.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Paragraf 1
Tata Cara Pendataan Objek Pajak Alat Berat/Besar

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta
ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak saat kepemilikan, penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan
untuk alat berat/besar.

(2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ni.

(3) Berdasarkan Surat Objek Pajak Daerah, PKB/BBNKB Alat Berat/Besar
ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditandatangani oleh
Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(4) Keterlambatan pengisian dan pendaftaran objek pajak oleh Wajib Pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari
pokok PKB alat berat/besar terutang setiap bulan keterlambatan.



(5)

(1)
(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(1)

(1)

-5

Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

PKB/BBNKB Alat Berat/Besar yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pemanfaatan Alat Berat/Besar berada.

Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang diborongkan.
Memberikan kewenangan kepacda Kepala Badan Pendapatan untuk:

a. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB Alat Berat/Besar
dan melaksanakan tagihan kepada Wajib Pajak;

b. mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke Kas Daerah;
. melaksanakan tagihan kepada Wajib Pajak yang tidak menyetor pajak;

d. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan
pajak.

0

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan dan Perhitungan PKB Alat Berat/Besar

Pasal 4

PKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain
yang ditetapkan Gubernur.

PKB dikenakan untuk masa tahun PKB selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 {(dua
belas) bulan, maka besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan jumlah
bulan berjalan.

Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari terhitung 1 (satu) bulan
penuh.

PKB terhutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.

Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keadaan
kahar (force majeur), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar
untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

Pasal 5

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB alat berat/alat besar ditetapkan
berdasarkan NJKB alat berat/alat besar.

Dasar pengenaan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar adalah Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

NJKB ditentukan berdasarkan HPU pada minggu pertama pada Bulan
Desember Tahun sebelumnya.
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Dalam hal HPU alat berat/besar tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan
berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

a. Harga alat berat/besar dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang
sama,;

Harga alat berat/besar dengan tahun pembuatan yang sama;

Harga alat berat/besar dengan merek yang sama,;

Harga alat berat/besar dengan tahun perakitan/pembuatan yang sama;,
Harga alat berat/besar dengan alat berat/besar yang sejenis; dan

-0 opo g

Harga alat berat/besar berdasarkan dokumen Pengenalan Import Barang
(PIB).

Besaran pokok PKB alat berat/besar yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebesar 0,2% (no! koma dua persen) dengan nilai NJKB alat
berat/besar.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah,
menetapkan besaran pokok PKB alat berat/besar terutang menggunakan nota
perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan pedoman
bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi melalui
bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama Samsat.

Bendahara penerimaan pembantu pada Kantor Bersama Samsat menyetorkan
pajak terutang dimaksud pada ayat (3} menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah {SSPD) pada hari yang sama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan dan Perhitungan BBNKB Alat Berat/Besar

Pasal 7

Dasar Pengenaan BBNKB alat berat/besar adalah NJKB.

NJKB ditentukan berdasarkan HPU pada minggu pertama pada Bulan
Desember Tahun sebelumnya.

Dalamm hal HPU alat berat/besar tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan
berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

a. Harga alat berat/besar dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang
sama;

Harga alat berat/besar dengan tahun pembuatan yang sama;

Harga alat berat/besar dengan merek yang sama,;

Harga alat berat/besar dengan tahun perakitan/pembuatan yang sama,
Harga alat berat/besar dengan alat berat/besar yang sejenis; dan

™ 0 o0 o

Harga alat berat/besar berdasarkan dokumen Pengenalan Import Barang
(PIB),

Besaran pokok BBNKB alat berat/besar yang terhutang dihitung dengan cara:

a. atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh
lima persen)j dikalikan NJKB alat berat/besar,

b. atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 0,075% (nol
koma nol tujuh puluh lima persen) dikalikan NJKB alat berat/besar.
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(5) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah,
menetapkan besaran pokok BBNKB alat berat/besar terhutang menggunakan
nota perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan pedoman
bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi melalui
bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama SAMSAT.

(7) Bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama Samsat menyetorkan
pajak terhutang dimaksud pada ayat (6) menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) pada hari yang sama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar

Pasal 8

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala UPTB Pengelolaan
Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab pemungutan PKB alat
berat/besar dibantu oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Penerimaan dan
Penagihan, Serta Kasubag Tata Usaha, dengan supervisi Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

(2] Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
menerbitkan STPD apabila:

a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah kekurangan PKB yang terhutang dalam STPD, ditambahkan dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya PKB alat
berat/besar.

(4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sctiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya PKB
alat berat/besar, dan ditagih dengan melalui STPD.

(5) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Setelah 14 (empat belas) hari terbitnya STPD, Wajib Pajak belum melunasi PKB
alat berat/besar terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.

(2) Apabila dalam jangka waktu 21 {(dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan
Pertama, PKB alat berat/besar terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat
Peringatan Kedua.

(3) Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.
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Pasal 10

PKB alat berat/besar yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 11

Apabila PKB alat berat/besar yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa
diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 12

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang PKB alat
berat/besarnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 13

(1} Penagihan seketika dan sekaligus atas jurnlah PKB alat berat/besar yang masih
harus dibayar dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan
mengeluarkan Surat Perintah Penagihan PKB alat berat/besar seketika dan
sekaligus.

(2) Dalam melaksanakan pemungutan, kewenangan pemungutan PKB alat
berat/besar, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala UPTB
Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab dibantu oleh Kasi
Pendataan dan Penetapan, Kasi Penerimaan dan Penagihan, Serta Kasubag
Tata Usaha, dengan supervisi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan razia kendaraan
bermotor yang berhubungan denga PKB alat berat/besar.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PKB ALAT BERAT/BESAR

Pasal 14

(1) Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Dacrah
untuk memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan PKB alat
berat/besar.

(2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan keringanan dan
pembebasan PKB alat berat/besar melalui Kepala UPTB Pengelola Pendapatan
Daerah.

(3) Pengurangan pokok pajak/denda pajak dapat diberikan terhadap alat
berat/besar:
a.rusak berat;
b.rusak ringan; dan
c. keterlambatan pengurusan di luar kesalahan wajib pajak.

(4) Permohonan keringanan untuk alat berat/besar yang mengalami rusak berat
atau rusak ringan, diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan

Daerah, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat

keterangan pajak dengan melampirkan surat keterangan bengkel yang memiliki
SITU dan SIUP.



()

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
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Pengurangan keringanan dan/atau pembebasan PKB ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan berdasarkan permohonan dan
rekomendasi Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Paragraf 1
Tata Cara Keberatan

Pasal 15

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur, melalui Kepala
Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI, SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII , SKPDLB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, diterima,

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling
lama 3 (tiga] bulan sejak tanggal SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dan STPD diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan
diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar oleh wajib pajak sebesar
50% (lima puluh persen).

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4], Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan putusan, maka
permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
pembayaran PKB alat berat/besar.

Paragraf 2
Tata Cara Banding

Pasal 16

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan menurut
cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
menunda kewajiban membayar PKB alat berat/besar.

Pasal 17

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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(2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
vang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(3} Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atas nama Gubernur atau
atas permochonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan PKB alat berat/besar yang terhutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, STPD yang tidak benar; atau

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan PKB alat berat/besar yang
dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB alat berat/besar, dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan PKB alat berat/besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c¢ diatur oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

BABV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PKB ALAT BERAT/BESAR

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PKB serta tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang
memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b.Identitas alat berat/besar;

c. Jumlah pengembalian;
d.Bentuk pengembalian; dan

e. Melampirkan bukti pembayaran PKB alat berat/besar.

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengerabalian kelebihan
pembayaran PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar
dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang PKB alat berat/besar
dimaksud.

(35) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Apabila kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar diperhitungkan dengan
hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditangguhkan apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang PKB alat berat/besar dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

{4} Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai hutang BBNKB dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

(1) Piutang PKB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang PKB alat berat/besar yang sudah kedaluwarsa
ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
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BAB VII
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 23

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan kepada Pedoman
Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah sesuai
dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan objek pajak yang terutang; dan

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Terhadap PKB alat berat/besar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan
Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB alat berat/besar
yang terhutang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

(2) Terhadap masa PKB alat berat/besar yang berakhir sebelum berakhirnya
Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya
Peraturan Gubernur ini, maka PKB alat berat/besar dikenakan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
(1) Menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan
daerah dari PKB alat berat/besar dibentuk Tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan dengan
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatananya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 JULI 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 JULI 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .31................
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LAMPIRAN1 :PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 01

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH {SPOPD)

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK PKB/BBNKB ALAT BERAT

Masa Pajak
Tahun Pajak

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.
2.
3.

Nama

Alamat L U SO
Bidang Usaha : ..o e

B. DATA ALAT BERAT/BESAR

1.

9.

o N o Uk LN

Jenis
DY =3 <K,

Type TN

Isi Silinder L et eateeretatre et iatrettreeanerarrananris

BR300 oM R wtanl 0] 6 T: L x=1 o RSP SRP
Warna
Bahan Bakar

Nomor Rangka L et ieerrerteereteehteeteervieeeraeeetireborrareatvarrontarearntaen

----------------------------------------------------------------------

......................................................................

Nomor Mesin

......................................................................

C. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah
benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.

--------------------------------------------

GUBERNUR LAMPUYNG,

M. RIDHO FICARDO
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LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Hasanuddin No. 45 B 481126 — 486261 Fax 480772
TELUK BETUNG

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

ALAT BERAT/BESAR
Nama Pemilik L ettt ear ettt aeas
Alamat L e eeedaeteeaeeeneeeeaaieraaaneeaeraaeraaatn
Merk et ieeeeee e ieeeriateeeette et e
Type/Model/CC g
Tahun Perakitan ettt eteaneeiteeaeereeieenerenerrattaare e
NJKB s R e
Koding L e e e e bt
Nomor Urut T e eaereeeeateeeageeeatrn e rareaneratananen
Nomor Kohir O
Jatuh Tempo Pembayaran @ ..o
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rp) |
POKOK SANKSI ADM JUMLAH ]
PKB
BBNKB-I
BBNKB-II
JUMLAH
DITETAPKAN PETUGAS PENETAPAN BENDAHARA
TANGGAL PENERIMA
(Nama/NIP/TandaTangan) (Nama/NIP/TandaTangan)
| |
| BERLAKU S/D I .|

............................................

KEPALA UPTB ....

(Nama/NIP/TandaTangan)

GUBERNUR LAMBPUNG,

M. REPHOFICARDO
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LAMPIRAN I11 : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL LI 1

BENTUK DAN ISI SURAT NOTA PERHITUNGAN

NOTA PERHITUNGAN
PKB/BBNKB ALAT BERAT/BESAR

Nama WP

Alamat

Jenis
Merk
Type

Tahun Pembuatan

No Rangka

No Mesin

NJKB : | Rp.

No. Kohir :
No. Skum :

TAHUN BERJALAN TUNGGAKAN

TOTAL
POKOK DENDA POKOK DENDA

BBNKB I

BBNKB II

PKB
JUMLAH

Petugas Penetapan,

(Nama dan NIP)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIeARDO
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LAMPIRAN [V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL ; 12 JULT 2018

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PKB/BBNKB ALAT BERAT
TAHUN .............

Masa Pajak :
Nomor

WAJIB PAJAK

1. Nama O PN
2. Alamat L et e e s s r e e et e
3. Bidang Usaha TP
4. Setoran berdasarkan : Nota Perhitungan PKB/BBNKB/SKPDKB/SKPDKBT/

SKPDLB/SK Keberatan/SK Pembetulan

Terbilang: .....oiiiiiiirr s e e aie e

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................

Diterima oleh Bank Persepsi
Tanggal .....ccooeviieniiinniennnen. Wajib Pajak/Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
........... (Nama Petugas)............ <ivereer...(Nama Penyetor]............
GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FISARDO
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LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 J0ULI 2018

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PKB/BBNKB ALAT BERAT/BESAR

Masa Pajak :
Nomor

DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

1. Nama Pemilik
2. Alamat
3. Merk
4. Type/Model/CC
5. Tahun Perakitan
6. Jatuh Tempo Pembayaran
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR Ket
POKOK TUNGGAKAN DENDA JUMLAH ct-
PKB
BBNKB I
_ BBNKB I
| JUMLAH
=) o o1 =1 o U~ < PP PSP
KEPALA UPTB ......
Pangkat ................
NIP.
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIPHO F1CARDO
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LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULT 2018

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PKB/BBNKB ALAT BERAT /BESAR

Masa Pajak :
Nomor

DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Merk

4, Type/Model/CC

5. Tahun Perakitan

6. Jatuh Tempo Pembayaran

| JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR
KREDIT | KEKURANGAN | SANKSI Ket.

| POKOK PAJAK POKOK ADM. DENDA | JUMLAH

f PKB |
BBNKB | |

| BBNKB II

B JUMLAH

Bandar Lampung, .......ccoeeireiiininnieicinannnnn.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung,

Pangkat
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO




-21-

LAMPIRAN VIII: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
T : 1 ULI

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PKB/BBNKB ALAT BERAT/BESAR

Masa Pajak :
Nomor

DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Nama Wajib Pajak

Alamat

Merk

Type/Model/CC

Tahun Perakitan

Jatuh Tempo Pembayaran

AR e

{ JUMLAH YANG SUDAH LEBIH BAYAR

DITETAPKAN DAN DIBAYAR Ket.
POKOK | TUNGGAKAN | DENDA | POKOK | TUNGGAKAN | DENDA
\ PKB
BBNKB I
BBNKB II
JUMLAH

Bandar Lampung, .......c.occeevveeinviiiinrnninennne.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung,

Pangkat
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. R¥DHO FICARDO
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LAMPIRAN VII: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 31 TAHUN 2018
T AL : 12 JULTI_ = '201

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PKB/BBNKB ALAT BERAT/BESAR

Masa Pajak :
Nomor

DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Merk

4. Type/Model/CC

5. Tahun Perakitan

6. Jatuh Tempo Pembayaran

JUMLAH YANG SUDAH
DITETAPKAN DAN DIBAYAR KURANG BAYAR Ket.
POKOK | TUNGGAKAN | DENDA | POKOK | TUNGGAKAN | DENDA
PKB
BBNKB I
BBNKB II
JUMLAH
K= g o T0E: b o V- R PP PRE
Bandar Lampung, ........ccccevveiiiininneiinninneeen.
Kepala Badan Pendapatan Dacrah
Provinsi Lampung,
Pang.l.c.at """
NIP.
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RgPHO FICARDO




